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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Menurut hukum, hak untuk mclakukan scsuatu telah diperoleh
manusia yang terbawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya
dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikenal dengan Hak Asasi Manusia
(HAM), yang pada dasarnya manusia harus mendapat kesempatan untuk
berkembang sesuai bakat dan cita-citanya. Pasal 1 Undang-Undang No. 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan Hak Asasi Manusia
(HAM) adalah :
“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-
Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
Negara, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia’™.
Dalam penjelasan pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang

menyatakan :

“Pasal-pasal baik yang hanya mengenai warga Negara maupun yang
/ mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk

membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak

menyelenggarakan keadilan sosial dan prikemanusiaan”.

UUD 1945 mengambil konstruksi dalam hal hak kemanusiaan ini

pembedaan dalam hak dan kewajiban warga Negara dan kedudukan



penduduk. Dengan demikian hak dan kewajiban konstitusional warga Negara
atau hak asasi menurut UUD 1945, ialah ':
a. Kesamaan penduduk dalam hukum dan kewajiban mentaati hukum;
b. Kesamaan hak dalam pemerintahan dan kewajiban menjunjung tinggi
pemerintahan yang sah;
c. Hak atas pekerjaan yang layak dari segi kemanusiaan;
d. Hak akan kehidupan vang layak dari segi kemanusiaan;
e. Hak atas bela Negara serta kewajibannya;
f. Hak atas pendidikan nasional dan kewajibannya.
Mengingat bahwa warga Negara juga penduduk maka bagi warga
Negara diakui pula hak dan kewajiban yang berlaku bagi penduduk, yaitu %
a. Kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat vang di dalam
pola fikir individualistik liberal disebut sebagai kebebasan berpolitik:
'b. Kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan beribadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya itu;
c. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.
Demikianlah UUD 1945, memperinci hak dan kewajiban
konstitusional warga Negara dan penduduk, yang akan menjadi landasan bagi

ketentuan hukum mengenai hak dan kewajiban kemanusiaan menurut bangsa

' M. Soleh ldrus, S.H.,M.S., Seratus Masalah Ketatanegaraan Serta Sistimatika 14 Teori

Tlmu Negfra, (Palembang, 2001), him. 54
Ibid



Indonesia, pemahamannya menuntut pembinaan rasa hukum dan kesadaran
hukum.

Dalam konteks hak asasi manusia, Thomas Hobbes mclihat bahwa hak
asasi manusia merupakan “jalan pintas™ terhadap situasi “homo homini lupus
bellum omnium comtra omnes”. Yakni situasi yang mendorong terbentuknya
perjanjian masyarakat dalam mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada
penguasa. lItulah sebabnya pandangan Thomas Hobbes ini disebut sebagai
teori yang mengarah kepada pembentukan monarkhi absolut’.

Sedangkan John Locke berpendapat sebaliknya. Bagi Locke tidaklah
secara absolute manusia harus menyerahkan hak-hak individunya. Sebab
yang diserahkan hanyalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian Negara
semata, sedangkan sisanya haruslah tetap berada pada diri masing-masing
individu. Lebih lanjut John Locke melihat proses perjanjian masyarakat ini

"berjalan dalam dua instansi®.

Instansi yang pertama adalah perjanjian antar individu dengan individu
lainnya yang ditujukan bagi adanya masyarakat politik dan Negara. Instansi
pertama ini dinamakan oleh John Locke sebagai Pactum Unionis. Dalam
instansi berikutnya yang disebutkannya sebagai pactum subjectionis, Locke
melihat bahwa pada dasarnya setiap persetujuan antar individu tadi (pactum

unionis) terbentuk atas dasar suara mayoritas. Karena setiap individu selalu

> Moh. Kusnardi, S.I1. dan Ilarmaily Ibrahim, S.11., Hukum Tata Negara Indonesia Cetakan

Ke Enam, (Jakarta, PT “Sastra Hudaya”, 1985), him. 308
* Ibid, hlm. 309
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memiliki hak-hak yang tak tertanggalkan yakni life, liberty serta estate, maka
adalah logis jika tugas Negara adalah memberikan perlindungan kepada
masing-masing individu.

Dasar pemikiran filsafat John Locke inilah yang kemudian dijadikan
landasan bagi pengakuan hak-hak asasi manusia.  Sebagaimana yang
kemudian terdapat dalam Declaration of Independence Amerika Serikat yang
pada tanggal 4 Juli 1776 telah disetujui oleh Conggres yang mewakili 13
Negara baru yang bersatu. Kalimat kedua dari Declaration of Independence
tersebut membuktikan adanya pengaruh dari pemikiran John Locke’.

Setelah individu tersebut hidup bernegara, maka perilaku sikap tindak
diatur oleh 2 (dua) kelompok besar hukum, yaitu :

1. Hukum Publik.
2. Hukum Perdata.

Dalam hukum perdata, salah satu diantara hak atas kebebasan tersebut
adalah hak atas kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian. Hal ini
ditentukan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(K.U.H Perdata), yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang
dibuat sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kebebasan seseorang (individu) adalah sumber dari kebebasan

berkontrak, yang titik tolaknya merupakan kepentingan seseorang (individu)

3 Ibid, him. 310



itu juga. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan seseorang
(individu) memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.

Menurut hukum perjanjian Indonesia, berlakunya asas konsensualisme
memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tidak adanya kata sepakat
dari salah satu pihak dalam suatu perjanijian, maka perjanjian yang dibuat
dapat dibatalkan. Seseorang dalam memberikan suatu kesepakatan tidak
boleh dipaksakan oleh pihak manapun. Suatu kata sepakat yang diberikan
seseorang akibat dari paksaan pihak lain adalah Contradictio interminis®.

Terdapatnya paksaan dalam suatu perjanjian menunjukkan tidak
adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yang bisa terjadi karena pihak
lain memberikan pilihan kepada orang yang memberikan sepakatnya dengan
terpaksa. Pilihan yang diberikan itu adalah untuk setuju mengikatkan diri
pada perjanjian vang diperjanjikan atau menolak mengikatkan diri pada

‘perjanjian akibat tidak terlaksananya transaksi vang diinginkan.

Hukum perjanjian Indonesia menyatakan hahwa seseorang bebas
untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dikehendakinya.
Undang-undang mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk
membuat suatu perjanjian. Pengaturan mengenai hal tersebut diatur dalam
pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan ini menyatakan

bahwa setiap orang bebas untuk menentukan pihak yang diinginkan dalam

¢  Rosa Agustina T. Pangaribuan, S.H. . M.H., Asas Kebebasan Berkontrak dan Batas-

Batasnya Dalam hukum Perjanjian, him. 1, di akses dari theCeli.com, Tertanggal 16 Januari 2005.



membuat suatu perjanjian, dengan syarat pihak tersebut bukanlah pthak yang
tidak cakap.

Bila seseorang membuat perjanjian dengan pihak yang dianggap tidak
cakap menurut pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka
menurut pasal 1331 K.U.H.Perdata perjanjian itu tetaplah sah selama tidak
dituntut pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun ketentuan perundang-
undangan lainnya juga tidak mengatur larangan bagi seseorang untuk
membuat suatu perjanjian dalam bentuk tertentu yang dikehendakinya.
Ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau
perundang-undangan lainnya hanyalah bahwa untuk perjanjian tertentu harus
dibuat dalam bentuk tertentu misalnya perjanjian kuasa memasang hipotii(
harus dibuat dengan akta notaris dan perjanjian jual beli tanah harus dibuat
~ dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T).

Dengan demikian para pihak bebas untuk memilih bentuk perjanjian
yang mereka kehendaki, apakah perjanjian tersebut akan dibuat dalam bentuk
lisan atau tertulis dan perjanjian yang dibuat dengan akta di bawah tangan
atau akta otentik sepanjang ketentuan perundang-undangan tidak menentukan

bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertentu.



Kewenangan pejabat tertentu untuk membuat akta otentik diatur dalam
pasal 1868 K.U.H.Perdata yaitu :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang

ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-

pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta
dibuatn)'a"7.

Menurut Abdulkadir Muhammad. akta adalah surat yang bertanggal
dan diberi tanda tangan, vyang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar
suatu hak atau perikatan, yang digunakan untuk pembuktian®.

Sudikno Mertokusumo berpendapat, akta adalah surat yang diberi tanda
tangan yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat
sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian’,

Sedangkan menurut Retnowulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, akta
“adalah suatu surat yang dibuat dengan sengaja untuk dipergunakan sebagai
alat bukti, karena suatu akta merupakan bukti bahwa suatu kejadian hukum
yang telah dilakukan'®.

Perjanjian yang telah dise;;akati oleh kedua belah pihak untuk dibuat

dalam suatu akta, dapat berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan.

7 R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdara, (Jakarta, Pradnya
Paramita, 2001), hlm. 475

Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung, Citra Aditya Bakti,
2000), him. 119.

. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta, Liberty, 1982),
m. 121

19 Retnowulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori
dan Praktek, (Bandung, Mandar Maju, 1990), him. 58



Jasa seorang notaris mulai dibutuhkan sebagai pejabat yang berwenang
berdasarkan undang-undang untuk membuat akta otentik, adalah apabila akta
yang digunakan para pihak dalam perjanjian adalah akta otentik. Dalam pasal
1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik
dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Notaris di Indonesia dikenal sejak Pemerintahan Hindia Belanda.
Pembentukan notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris (P.J.N) yang
dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 1860 (Stb. 1860-3). Notaris ini
merupakan lembaga yang dikenal dan berasal dari negeri Belanda. Setelah
kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 sampai 2004, Peraturan Jabatan
Notaris (P.J.N) tetap dipakai sebagai dasar yang kuat bagi pelembagaan
notaris di Indonesia.

Kewenangan notaris ini, pada umumnya menyangkut aspek
pembuktian dari suatu peristiwa / perbuatan hukum. Dalam Islam pun (yang
muncul pada abad ke-IX di Jazirah Arab) telah di kenal konsep pembuktian
dari perbuatan hukum.

Dalam Al-Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 282, terdapat suruhan dari
Allah SW.T untuk mencatat/menulis setiap transaksi yang secara tunai atau
tidak secara tunai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam suatu akta
dengan menggunakan jasa penulis yang dipercaya pihak-pihak yang akan

melakukan perjanjian. Terjemahan dari ayat tersebut adalah :



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi
tidak secara tunai dengan jangka waktu yang ditentukan, maka
hendaklah kamu menuliskannya (mencatatnya). Dan hendaklah
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil (betul dan
teliti). Dan janganlah penulis enggan menuliskannya menurut yang
diajarkan Allah SW.T. Maka hendaklah penulis itu menuliskan dan
hendaklah orang vang berhutang mendiktekan apa yang akan ditulis
itu dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya dan jangan ia
mengurangi hutangnya sedikit pun. Sekiranya orang yang berhutang
itu lemah ingatannya atau fisiknya atau ia tidak mampu
mendiktekannya, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur.
Dan transaksi itu hendaklah dipersaksikan dengan dua orang lelaki
diantaramu. Sekiranva tidak ada dua orang saksi laki-laki, mereka
boleh digantikan oleh seorang lelaki dan dua orang wanita dari saksi-
saksi yang kamu sukai, sehingga manakala salah seorang lupa, ia dapat
diingatkan oleh seorang lagi. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan
apabila mereka dipanggil (diminta menjadi saksi). Janganlah kamu
jemu (lalai) menuliskan hutang (transaksi) itu, baik sedikit maupun
besar jumlahnya sampai batas waktu pembayarannnya. Demikian 1tu
(mencatat transaksi/hutang piutang) lebih adil menurut ajaran Allah
S.W.T. dan lebih menguatkan kesaksian serta lebih dekat (lebih
mudah) untuk tidak menimbulkan keraguanmu (kelak). (Tulislah
transaksi itu) kecuali transaksi tunai yang kamu lakukan sesama kamu,
maka tidaklah kamu berdosa, jika tidak menuliskannya.  Dan
adakanlah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan
saksi itu mempersulit atau mereka jangan pula dipersulit. Jika kamu
berbuat demikian, maka itu adalah perbuatan fasik. Dan takutlah
kepada Allah SW.T. Dia-lah yang mengajarmu. Dan Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu™'’.

Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1338 K.U.H Perdata bahwa
seseorang diberi kebebasan oleh Undang-Undang untuk membuat suatu
perjanjian (asas kebebasan berkontrak). Tetapi, kebebasan tersebut tidak
dapat diartikan sebagai kebebasan mutlak. Tetap ada pembatasan-pembatasan
yang diberikan oleh K.U.H Perdata terhadap asas kebebasan berkontrak.

Pasal 1320 ayat (1) K.U.H.Perdata menentukan suatu perjanjian atau kontrak

"' H. Oemar Bakry, 7afsir Rahmar, Mutiara Pers., him. 89
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tidak sah apabila dibuat tanpa adanya suatu consensus (sepakat) dari para
pihak. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu
pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya.

Sedangkan avat (2) dari pasal 1320 K.U.H.Perdata menentukan bahwa
kebebasan orang untuk membuat suatu perjanjian dibatasi oleh kecakapannya
untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut pasal 1330 K.U.H.Perdata
orang yang belum dewasa dan orang vang diletakkan di bawah pengampuan
tidak mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian. Masalah seorang
istri tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan
atau bantuan suami seperti diatur dalam pasal 108 dan 110 K.U.H.Perdata saat
ini sudah tidak berlaku lagi, hal ini berdasarkan fatwa Mahkamah Agung
melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 5 September
1963.

Pembatasan lainnya terhadap kebebasan untuk mengadakan perjanjian
(kontrak) adalah pasal 1320 ayat (3) K.U.H.Perdata, yang menentukan bahwa
objek suatu perjanjian harus dapat ditentukan karena suatu hal tertentu
merupakan pokok dari suatu perjanjian dan merupakan prestasi yang harus
dipenuhi dalam suatu perjanjian. Suatu prestasi haruslah tertentu atau dapat
ditentukan, adanya kejelasan dari apa yang diperjanjikan (jenisnya), asal dapat
dihitung/ditetapkan jumlah barang yang diperjanjikan boleh tidak disebutkan.

Kegunaan suatu prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan adalah

untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika ada perselisihan



11

dalam pelaksanaan perjaniian. Apabila isi dari suatu prestasi kurang jelas
(kabur) yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian, maka obiek
perjanjian dianggap tidak ada dan akibat hukum perjanjian itu adalah batal
demi hukum.

Pasal 1320 K.U.H.Perdata Jo. 1337 K.U.H.Perdata menentukan bahwa
para pihak tidak bebas untuk membuat suatu perjanjian bila perjanjian
tersebut menyangkut causa (sebab) yang dilarang oleh undang-undang. Causa
(sebab) itu halal menurut undang-undang adalah apabila tidak dilarang oleh
undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum - dan
kesusilaan. Akibat hukum vang timbul dari suatu perjanjian yang berisi sebab
yang tidak halal adalah perjanjian itu batal demi hukum.

Pasal 1332 K.U.H.Perdata lebih lanjut mengatur mengenai objek
perjanjian, pasal ini menyebutkan yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian
" hanyalah barang-barang vang dapat diperdagangkan. Berarti hanya barang-
barang yang mempunyai nilai ekonomi saja yang dapat menjadi objek suatu
perjanjian.

Kemudian pembatasan terhadap kebebasan para pihak dalam membuat
suatu perjanjian juga diatur dalam pasal 1338 ayat (3) K.U.H.Perdata yang
menentukan bahwa suatu perjanjian hanya dapat dilaksanakan dengan itikad
baik. Para pihak dalam suatu perjanjian tidak dapat menentukan klausul-
klausul perjanjian dengan sekehendak hatinya, tetapi harus didasarkan dan

dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila perjanjian tersebut didasarkan pada



12

itikad buruk contohnya penipuan, maka perjanjian itu akan mempunyai akibat
hukum vaitu perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Terdapatnya pembatasan-pembatasan dalam hal perjanjian (kontrak)
oleh undang-undang, merupakan suatu dasar kewenangan seorang hakim
untuk meneliti / mempelajari isi suatu perjanjian (kontrak) bila diperlukan.
Hal ini dikemukakan oleh Prof. Asikin Kusuma Atmadja yang menyatakan
bahwa Hakim berwenang untuk memasuki / meneliti isi suatu kontrak apabila
diperlukan karena isi dan pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan
nilai-nilai dalam masyarakat. Dengan demikian pasal 1338 K.U.H.Perdata
yang mengatur kebebasan dalam berkontrak tidak lagi bersifat absolut'%.

Lebih lanjut Prof. Asikin mengatakan bahwa kebebasan berkontrak
yang murni / mutlak karena para pihak kedudukannya seimbang sepenuhnya
praktis tidak ada. Selalu ada pihak yang lebih lemah dari pihak yang lain.
" Seorang hakim dalam keadaan tertentu melalui tafsiran hukum berwenang
untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak
dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga
satu pihak dianggap tidak ada kebebasan untuk menyatakan keinginannya.
Penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan perjanjian dalam- ilmu
hukum disebut misbruik van omstandigheden. Penyalahgunaan kesempatan
dapat digunakan dalam kategori cacat menentukan kehendaknya untuk

membern suatu persetujuan.

12 theCeli.com,Op-cir, him. 2



Hal ini merupakan aiasain uniuk menyatakan batal atau‘membatalkan
suatu perjanjian yang tidak diatur dalam Undang-undang. melainkan
merupakan suatu  konstruksi yang dapat dikembangkan melalui
Yurisprudensi'3.

Dengan demikian kebebasan seseorang dalam melakukan suatu
perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 K.U.H.Perdata (asas kebebasan
berkontrak) tidak mempunyai arti yang tidak terbatas, tetapi dibatasi oleh
tanggung jawab para pihak dan dibatasi oleh kewenangan hakim untuk
menilai isi dari setiap kontrak.

Kembali kepada akta notaris, akta notaris ini memiliki sifat-sifat
khusus seperti' :

a. Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh
penguasa;

"b. Akta dibuat menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan;

c. Akta dibuat baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang
berkepentingan;

d. Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, mencatat apa yang dimintakan
untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan;

e. Akta notaris terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang

menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya;

3 Jbid hlm. 3
Sudikno Mertokusumo, Op-cit, him. 124

—
N
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f  Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah, notaris, panitera, jurusita,
pegawai pencatat sipil, hakim dan sebagainya.

Menurut pasal 165 HIR (ps. 285 Rbg. 1868 BW) maka akta otentik
merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan
orang-orang yang mendapat hak daripadanya, yang berarti bahwa akta otentik
itu masih juga dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga
akta otentik 1tu merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas,
yaitu bahwa penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.'*

Adanya kewenangan hakim memeriksa atau menilai isi dan setiap
kontrak membuat penulis merasa perlu meneliti dalam hal-hal apa sajakah
yang menjadi batasan bagi seorang hakim dalam menilai kebenaran isi suatu
akta notaris.

Dar uraian diatas, maka penulis akan menuliskannya ke dalam

‘penulisan skripsi yang berjudul “KEWENANGAN HAKIM MENILAI

KEBENARAN ISI AKTA NOTARIS”

B bid, him. 125
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Permasalahan

Dari latar belakang masalah diatas yang secara singkat menguraikan
tentang kewenangan hakim, keberadaan notaris dan akta otentik, maka penulis
memiliki suatu permasalahan, yaitu :

Apakah hakim boleh menilai isi ketentuan suatu akta notaris yang di buat
secara sah, bila ada gugatan salah satu pihak atau pihak ketiga yang

menyatakan bahwa isi akta itu merugikan mereka (penggugat) ?

Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan skripsi ini ditujukan pada penelitian terhadap kewenangan
hakim menilai kebenaran isi akta notaris, dan dimungkinkan menyinggung
persoalan-persoalan lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang

dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa sajakah
yang menjadi batasan bagi seorang hakim dalam menilai kebenaran isi suatu
akta notaris yang dibuat secara sah, bila ada gugatan salah satu pihak atau

pihak ketiga yang menyatakan bahwa isi akta itu merugikan mereka.
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E. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis adalah mengenal dan menambah ilmu pengetahuan penulis
agar lebih mendalam mengenai kewenangan hakim menilai kebenaran isi
akta notaris.

b. Secara praktis adalah diharapkan hasil dari penelitian penulis dapat
menjadi tambahan ilmu pengetahuan mengenai kewenangan hakim dalam
menilai kebenaran isi akta notaris dalam perkuliahan pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya.

F. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum
normatif. Menurut Soerjono Soekamto penelitian hukum normatif adalah
jenis-jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka
atau data sekunder belaka, oleh sebab itu jenis penelitian ini sering disebut
“penelitian kepustakaan™.'®

Data-data yang di dapat mencakup buku-buku dan sumber-sumber lain

yang ada hubungannya dengan permasalahan.

2. Jenis Data

him. 52 16 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, Cet. Ketiga, 1968
m. ’
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Jenis data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (/ibrary
research) yang merupakan penelitian yang mengambil data kepustakaan
berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya.
Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara
meneliti atau menelaah bahan hukum sekunder vang ada relevansinya
dengan permasalahan. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan Peraturan-peraturan
lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa teks book, jumnal
ilmiah dan bahan laporan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

permasalahan skripsi ini'’.

Teknik Pengumpulan Data

(93]

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan /
studi dokumen (documentary study). Studi kepustakaan merupakan
metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.

Bahan hukum dalam skripsi ini mempergunakan bahan hukum sekunder'®.

' Usmawadi, Petunjuk Praktis Penulisan Hukum Bagi Kalangan Akademis Dan Praktisi

dalam B1.1k11 Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), (Palembang
Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya, 2003) hlm. 169 ’
b5 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek. (Jakarta, Sinar Grafika, 1991),

m. h



18

4. Analisis Data

Data-data yang terkumpul dan diperoleh akan dianalisis secara
kualitatif yaitu menganalisis data-data yang bersifat sekunder sehingga
didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang

diteliti dalam skripsi ini.
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